










Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
Yakni sanksi pidana terhadap keluarga korban yang tidak mengizinkan 
otopsi belum sesuai dengan hukum yang hidup dikarenakan ada beberapa 
faktor yang menyebabkan keluarga korban tidak mengizinkan dilakukan 
otopsi, diantaranya sebagai berikut: 
a. Adanya larangan adat 
b. Ada larangan dari pandangan agama Islam 
c. Adanya faktor kepercayaan 
Hal-hal tersebut adalah yang mendasari keluarga korban tidak mengizinkan 
otopsi. Faktor-faktor tersebut memang bisa dijadikan alasan untuk menolak 
dilakukan otopsi dari keluarga korban karena berkaitan dengan politik hukum 
apabila keluarga bisa membuktikan dengan sejelas-jelasnya dan yang secara 
hukum adat atau agama dapat dipertanggung jawabkan dapat saja dilakukan 
akan tetapi ada kepentingan otopsi yang lebih mendesak dan negara akan 
mengambil alih tetapi juga harus sesuai dengan prosedur yang telah 
ditetapkan oleh undang-undang yakni mencari sebab kematian dari korban 







bersinggungan, kalau sudah demi keadilan, kepentingan negara untuk 
membuka tabir sebab kematian adalah hal yang mutlak dan tidak dapat 
diganggu gugat asalkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku 
Pengaturan Sanksi Pidana terhadap keluarga korban dapat diterapkan 
Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum 
merujuk Pasal 222 KUHP maka dalam Pasal 134 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik wajib menerangkan sejelas-
jelasnya kepada keluarga korban penyidikan untuk keperluan otopsi guna 
mengetahui penyebab kematian korban tersebut. Dalam hal keperluan 
otopsi sangat mendesak dan keluarga korban menolak maka keluarga 
korban dapat dipidana sesuai dengan Pasal 222 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) karena di situ sudah tertera dengan jelas barang 
siapa yang mencegah, menghalang-halangi, menggagalkan penyidikan 
maka dapat dipidana. 
B. Saran : 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 
maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
Hal mengenai kasus keluarga korban yang tidak megizinkan otopsi, dapat 
dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 222 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan ketentuan tersebut, penyidik dapat 
melakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan pasal tersebut  karena 
otopsi adalah bukti fisik dari penyebab kematian korban dan hal tersebut 






persidangan. Keluarga korban diharapkan legowo bila ada identifikasi jenazah 
kepada anggota keluarganya yang menjadi korban pembunuhan karena otopsi 
juga untuk keperluan negara dalam menemukan tersangkanya.     Penyidik 
selaku pihak yang diberi kewenangan oleh negara juga harus melakukan 
tindakan otopsi apabila sangat mendesak dan harus sesuai dengan prosedur 
ketentuan undang-undang dan diharapkan memberitahukan keluarga korban 
terlebih dahulu apapun itu kaitannya dengan korban. Faktor-faktor yang tidak 
memperbolehkan otopsi tersebut memang ketentuan agama, ketentuan adat, 
dan kepercayaan tetapi seperti yang dikatakan oleh narasumber apabila 
kaitannya dengan negara dan itu untuk menguak suatu takbir kematian maka 
kepentingan yang mendesak didahulukan selama hal tersebut digunakan 
untuk kebaikan bersama dikarenakan otopsi adalah salah satu syarat untuk 
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